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PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oétuls, maka penulis
ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangsa tahanan
yang diberikan kepada terpidana yang telah dignggamenuhi ketentuan
syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 198®y terpidana harus
berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berjfasat kepada negara,
melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara kdamanusiaan,
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembidadembaga
Pemasyarkatan dan syarat ini berlaku untuk semrmgaki pidana umum

termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisp&da pelaku tindak
penulis kategorikan kepadaashlalah mursalah karena remisi ini dipandang
baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ méskk ada nash yang
secara tekstual membicarakan remisi sehingga pemuéngkategorikan
remisi ini ke dalammashlahah mursalah. Syarat untuk mendapatkan remisi
tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukumgmnd dalam Islam. Hal ini
dapat dicermati dari kriteria atau syarat yangudadi penuhi oleh
narapidana yakni, berbuat baik selama di dalamn@i menyesalinya dan

berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Menuruhyles hukum pidana
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Islam dirasa lebih adil daripada hukum yang adéndonesia saat ini. Ini
dapat terlihat dari diberikannya hak atau kewenamgelaksanakan ataupun
tidak melaksanakan qishas oleh ahli waris khususpgda jarimah
pembunuhan, ini karena pada dasarnya di dalam p@efgkaana umum
korban dan walinya tidak mempunyai wewenang unteknirerikan remisi
tetapi lainnya halnya dalam pidana gishas dan dijatrban dan walinya
diberi wewenang untuk memberikan pengampunan taphpdlaku sebagai
pengecualian karena tindak pidana ini sangat ewburtgannya dengan
pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lelbdnyak menyentuh pribadi
korban dari pada keamanan masyarakat. Sehinggek ibeban atau

walinya diberikan hak tersebut

B. Saran-Saran

1. Dilihat dari Keppres RI No 174 tahun 1999, remmsiberlaku untuk pidana
umum, padahal kejahatan itu berbeda-beda terlebdi tindak pidana
pembunuhan yang jelas nyata menghilangkan nyawasiesehingga perlu
adanya pembedaan, seperti halnya tindak pidanspg&oyang mepunyai
undang-undang tersendiri tetapi peraturan untuk daggstkan remisi

menginduk pada peraturan yang sama yaitu Keppré®oHI74 tahun 1999.

2. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mempunyai tygran baik tetapi
akan lebih baik lagi jika aparat yang berada didala mempunyai

dedikasi untuk benar-benar menegakkan dan membep&mbinaan yang
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baik pula sehingga tidak ada lagi narapidana yasg kelauar jalan-jalan

dengan cara menyogok aparat terkait.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkahmat dan
hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikaipsskyang berjudul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian iBeKepada Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Analisis Keputi@siden Ri Nomor 174
Tahun 1999 Tentang Remisi ) ".

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh darekgsirnaan. Oleh sebab
itu, penulis mengharap saran dan kritik yang memban guna menjadikan

skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.



